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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tah un 2003 t.entang Pembern.ukan 
Daerah Kabupaten Konuwc Sclatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik-lndoncsia 4267); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor I 04, Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4425); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pcningkatan Pola 
Hidup Bcrsih dan Sehat. (PHBS) Melalui Satuari Tugas 
(SATGAS) Mandara Mendidoha. 

c. bahwa dalam upaya meningkatkan pcngctahuan masyarakar , 
dalam bidang kesehatan, serta terwujudnya kelernbagaan 
rnasyarakat di tingkat lapangan perlu adanya penggerakan dan 
pcmberdayaan masyarakat. 

Menimbang : a. bahwa kcschatan rnerupakan hak asasi manusia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana pelayanan 
kesehat.an bagi masyarakat untuk berpola hidup ber sih dan 
sehat. 

b. bahwa dalarn rangka mewujudkan dan menjamin pelayanan 
masyarakat yang cfektif dan efisien diperlukan dasar normatif 
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan clan program di 
kabupaten , kecamatan dan desa. 

BUPATI KONAWE SELATAN 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN 

NOMOR }~ ..... TAJIUN 2011 
TENT ANG 

PENINGKATAN POLA HlDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI 
SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE SELATAN, 
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10. Peraturan Menteri Keschatan Rcpublik Indonesia Nomor 741 
Tahun 2008 tenrang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan di Kabupaten/ Kota; 

11. Keputusan Menteri Keseharan Republik Indonesia Nornor 
1529 Tahun 2010 tentang Pedomam Umum Pcngcmbangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Konawe Sclatan Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Urusan Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pernerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lernbaran Daerah 
Kabupafen Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 

7. Peraruran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Pcnyclenggara .. H1 

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraruran Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daer ah 
Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan 
Pelaksanaan Un<lang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang 
Desa (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 
123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539); 

6. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nornor 23 
Tahon 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tarrun 20 l5 Nomor 58, 'I'arnba ha n 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntarig Kcsehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 
5063); . 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang- undangan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 7 Tahun 2014, Tarnbahan 
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495); 



3 

Paaal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang rnenjadi kewenangan daerah otonom .. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan 
5. Desa adalah deea dan desa adat atau yang disebut dengan narna lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk rncngatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak lradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pernerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Badan Permusyawarata Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lcrnbaga 
yang merupakan perwujudan dernokrasi dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa. 

8. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarna oleh Badan 
Permusyawaratan De sa. 

10. Mandara };fendi.dolw rnerupakan bahasa lokal Konawe selatan yang 
memiliki arti masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera, 

BAB I 
KETEN'i'UAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN POLA 
HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBSI MELALUI SATUAN 
TUGAS (SATGAS) MANDARA l'tlENOIDOHA 

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Daerah Kabupateri Kcriawe Selatan Nomor 22 Tahun 
2013 tentang Desa Mandara Mendidoha (Desa Sehat Cordas) 
Kabupaten Konawe Selatan (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Kabupaien Konawe Selatan Noor l Tahun 
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 
Selatan Tahun 2016 Nomor 1). 
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Pasal 2 
Peraturan Bupati tenrang Peningkatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PH.BS) 
Melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha di selenggarakan 
berdasarkan Asas: 
a. Asas perikemanusiaan; 
b. Asas keadilan gender dan nondiskriminusi; 
c. Asas manfaat; dan 
d. Asas transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

11. Desa Mandara Mendidoha adalah desa atau kelurahan yang rncmiliki 
sistem kesiapsiagaan, kcrnandirian, kernarnpuan, dan kreativitas dalarn 
mengidentifikasi serta menyelesaikan bcrbagai rnasalah kesehatan, 
pendidikan, ekonomi, dan masalah sosial lainnya sesuai potensi dan 
kearifan lokal menuju masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtcra. 

12. Perilaku Hidup Bersih clan Sehat, selanjutnya disingkat PHBS adalah 
sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pada diri 
individu di dalam keluarga maupun di masyarakat, yang mcnjadiknn 
seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang keschatan 
dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di lingkungannya. 

13. Satuan Togas Mandara Mendidoha adalah Satuan Togas yang di bentuk 
oleh pemerintah daerah Kabupaten Koriawe Sclatan dari tingkat 
kabupaten, kecamatan dan desa berkaitan dengan PHBS. 

14. Angka Kematian Ibu, selanjutnya disingkat AKI adalah kernatian wanita. 
sewakru ha.mil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya 
keharnilan, lidak tergantung dari Jama dan lokasi keharnilan, disebabkan 
oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan/penangananya, tetapi 
tidak secara keberulan Zoleb pcnyebab tambahan Iairmya. 

15. Toma adalah Tokoh Masyarakat .yang berperan sebagai pcmeberdaya 
masya.rakat da.n penggali surnber daya untuk kesinarnbungan dan 
kelangsungan Pola Hidup Bersih dan Scha.t serta Upaya Kesehatan 
Berbasis Masyarakat. 

16. Kader adalah Relawan Desa yang berasal dari para kader Desa dan kader 
PKK dan berperan dalam pelaksanaan Pola Hidup Bersih da.n Sehat 
melalui UKBM. 

17. Tabulin adalah Tabungan !bu Bersalin yang dikurnpulkan oleh ibu harnil. 
18. UKBM adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, rnisalnya Posyandu 

(Pos Pelayarian Terpadu). 
19. UMR adalah Upah Minimum Rat.a Rata 
20. RT yang berPHBS adalah Rurnah tangga yang menerapkan pola hidup 

bersih dan sehat, dirnana sernua indikator f>HBS di Rumah Tangga 
terperruhi. 

21. Dana schat adalah dana yang bcrsumber dari kalangan masyarakat atau 
sumber lain yang sah yang di gunakan dalam hal untuk keperlua.n 
kesehatan bagi masyarakat yang mernburuhkan. 



Pasal 5 
( 1) Peningkatan Pola Hid up Bersih Dan Sch at (PHBS) Mclalui Satuan Tugas 

(SATGAS) .Mandara Mcndidoha di tingkat Kabtrpatcn, Kecarnatari da;, Desa 
di bentuk berdasarkan hasil rapatj' rnusyawarah tingkat Kabupaten, 
Kecamatan dan Desa. 

(2) Pembentuk.an Satuan Togas (SATGAS) Manclara Mendidoha di tingkat 
Kabupaten, Kecamaian dan Dcsa setelah di benruk bcrdasarkan hasil 
rapat/ musyawarah tingkat Kabupatcn, Kecamatan dan Desa akan di 
tetapkan melalui Surat Keputusan. 

Bagian kedua 
Pembentukkan Satuan Tugas PHBS 

Pasal 4 
Peningkatan Pola Hidup Bcrsih Dan Sehat (PHBS) Melalui Peran Satuan Tugas 
(SATGASJ Mandara Mendi<loha dalarn taranan rumah tangga ad alal i: 
(1) Menggerakkan rnasyarakat, mclakukan pendataan, penyuluhan, 

pembinaan dan pendampingan dari rurnah ke rurnah untuk mclaksanakan 
kegiatan Pola Hidup Bersih dan Schat secara mandiri dan 
berke sinarnbungan. 

[2) Mengupayakan terpenuhinya indikarorj syarat Rurnah Tangga yang ber 
PHBS di setiap Rumah Tangga. 

(3) Membentuk dan menerbitkan SK, Struktur dan Tugas SATG/\S secant 
berjenjang di tingkat kabupaten sampai desa. 

(4) Membcrikan Laporan Kegiatan secara Berjenjang . 
(5) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan. 
(6) Membuat Rcncana Tindak Lanjut clan mcnyarnpaikannya kepada Bupati, 

SKPD tcrkait, Camat clan Kepala Desa. 

Bagian kesatu 
Peran Satuan Tugas Mandara Mendidoha 

BAB III 
PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI 

S.ATUAN TOGAS (SATGAS) 1"1'.ANDARA l't1ENOIDOHA 

Pasal 3 
Tujuan Peraturan Bupati ientang Pcningkatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat 
(PHBS) Melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha adalah untuk 
mewujudk.an rnasyarakat yang peduli, tanggap dan rnarnpu mengenali, 
mencegah serta rnengatasi permasalahan keseharan yang dihadapi secara 
mandiri dan rnampu berpcrilaku hidup bcisih dan sehat sehingga derajat 
kesehatannya meningkat. 
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Pasal 7 
(1) Tupoksi Saruan Tugas (SATGAS) Mandara Mvndidoha tingkat Kabupaten : 

a. TIM Pembinaan dan Pendarnpingan 
1. Mernfasilitasi terbentuknya SATGAS di kecarnatan dan desa; 
2. Membuat Pedoman pembinaan dan Pcndampingan; 
3. Membekali tim dengan pengetahuan ientang Pl-JBS, rnctodc supervise 

suporuv, metodc kornunikasi , pengisian format pernbinaan: 
4. Berkoordinasi dengan stakeholders tcrkait mernbuat Jadwal 

Pernbinaan dan Pendarnpiugan ke Kecarnatan dan Desa; 
5. Membuat laporan basil kcgiatan dan di bcrikan pada ketua tim pusat, 

data dan informasi, 
b. TIM Monitoring dan Evaluasi 

l , Mernbuat Pedornan monitoring dan cvaluasi; 
2. Mcmbekali tim dcngan pengetahuan tentang PHBS, metodc 

supervise suportiv, metode kornunika si dun pengisian formal 
monitoring dan evaluasi; 

Bagian keempat 
Tupoksi Satuan Tugas Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha 

Pasal 6 
(1) Struktur Kepengurusan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha 

tingkat Kabupaten terdiri dari : 
a. Pcnasehat 3 (tigr.) orang; 
b. Pembina 8 (delapan] orang; 
c. Ketua SATGAS l(satu) orang; 
d. Koordinator Lapangan SATGAS l (orang); 
e. Sekretaris SATGAS 1 (orang.) 
f. Tim Pembinaan dan Pendampingan 

Ketua 1 (satu) orang dan anggo;a 7 (tu)uh) orang; 
g. Tim Monitoring dan eva.uasi 

Ketua 1 (satu) orang dan anggota 7 (tujuh) orang; 
h , Tim Pusat Data dan Inforr.iasi 

Ketua 1 (satu) orang dan anggota 7 (tujuh) orang. 
(2) Struktur Kepenguruaan Sat1.1a11 Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha 

tingkat Kccamatan dan dcsa di bcruuk berdasarkan husi\ 
musyawarab /rapat tingkat kecarnatan dan desa dan di tuangkan dalarn 
surat keputusan. 

(3) Struktur Kepengurusan Saruan Tugas [SATGAS) Mandara Mendidoha 
tingkat Kabupatcn sebagairnana dimaksud pada ayat 1 [satu] Pasal 6 
merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dalam lampiran peraturan 
bupati ini. 

Bagian ketiga 
Struktur Kepengurusan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha 
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Pasal 9 
Saruan Tugas merniliki hak untuk menclapatkan : 
(1) Perlindungan dari rasa arnan clan nyarnan dari Bupati, Cumat , Kcpala 

Desa dan pihak tcrkait. 
(2) Mcndapatkan insentif baik dari SKPD terkai: , kas dana seh:.tt maupun 

dari mitra/dnnatur minimal scsuai staudar yang bcrlaku di Kabupaten 
Konawe Selatan yang sah setiap melakukan kcgiatan Pola l-lidup Bersih 
dan Sehat. 

Bagian kelima 
Hak Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha 

Pasal 8 
Segala kctcnruan rncngenai tugasj tupoksi kcpcngurusan dan pcnunjukan 
Saluan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha di Kabuparcn, Kecamatan dan 
Desa di tindak lanjuti dengan Surat Kcpurusun Bupau .Surar Kcpurusan 
Camm dan Sura, Kcpurusan Kcpala Dcsa. 

uniuk pdaksan::ian 
swasta; 

8. Mempcrsiapkan format ceklis 
kebutuhan rnonev; 

9. Mernpublikaslkan kcgiatan SATOAS mdalui media inrcrncr: 
l 0. Mernfasiluasi pclatihan bagi te-naga SATGAS di ungkut Kabupaten 

hinga kc Desa; 
l I. Mengkoordinasik.an pembentukkan SATGAS di kcvamaran dan Dcsa. 

(2) Tupoksi satuan tugas SATGAS tingkar Kecamatan dan desu mcngacu pada 
petunjuk lebih lanjut SATGAS Kabupaten yang telah di bentuk. 

monitoring dan evaluasi di Kccarnatan clan desa; 
5. Membuai Japoran hasil kcgiatan da n di berikan pada ketua Lim 

pusat data dan informasi. 
c. Togas Pokok Tim Pusat Data dan Inforrnasl : 

l . Menyediakan dat a Kesehatan, Pcmerintahan Kccamatan 
clan Pemcrintahan dcsa: 

2. Menyediakan data tcrkait kondisi keschaian di sctiap Desa: 
3. Menyediakan data PHBS desa: 
4. Menyediakan data Rumah T:.mgga yang tclah dan yang bclurn PHBS; 
5. Mernbuat Analisis data terkait rencana kerja Satuan iugas F'HBS; 
6. Menganalisa laporan ha sil kcgiatan dan laporan hasil 

monitoring cvaluasi untuk rencana tindak ianjut: 
7. Mclakukan advokasi pcntingnya kegiaian PHBS melaiui data 

kepada Bupati, DPRD, SKPD terkait, Carnal, Kepala Dcsa dan Pihak 

stakeholders terkait mcrnbuat .Jadwal 

mernbuat rcncana kegiatan monitoring dan evaluasi bcrdasarkan 
laporan tcrscbur; 

4. Berkoordinasi dcngan 

hasil Pernbinaan dan pendarnpingan clan 3. Mcnelaah laporan 
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Pasal 11 
(1) Setiap ibu melahirkan di tolong oleh tenaga kesehatan. 
(2) Tenaga kese hatan yang dirnaksud adalah tenagu ke sehutan yang rcrlatil; 

dan kompeten menok.ng pcrsalinnn yaitu bidan, dokrcr urnum dan 
dokrer ahli kandungan. 

(3) Kcrnitraan !3idan d,:J1 -Dukuu di maksirnulkan uru uk mcuccgah 
tcrjadinya persalinan yang di tolong bukan oleh tc naga kcschatan. 

(4) Setiap ibu yang akan rnelahirkan tclah ruemiliki kesiapsiagaan. misalnva 
calon donor darah, jarninan keschatan untuk per salinan dan pcrawatan 
selanjutrrya. kcndaraan y-ang ,;1..:.p menganuir kc: puskcsm,,,; o u.u rurnah 
sakit dun lain lain. 

(5) Setiap Desa merniliki J bidan dt>sa .vang iinggal clan rne ncta p 2,1 jam di 
Pm; Bcraa lin Desft. 

(6i Bagi ibu hamil yang tinggal di dacr.ih icrpencil.tersedianyu rurnah 
tunggu bagi ibu yang akan bersalin vang aksesnya mudah di jangkau 
trunsportasi. 

Bagian kcsatu 
Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan 

BENTUK PERlLAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM TATANAN RUMAH 
TANGGA YANG MENJADI ACUAN PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH 

DAN SEHAT (PHBS) MELALUJ SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA 
MENDIDOHA TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA 

BAB IV 

Pasal 10 
Saluan Tuga.s memiliki kewajiban melaksunakan : 
! l) Ketentuan Pasal 3 sctclah meudapar rckonu-udasi dari Buputi, Camar., dun 

Kepala Dcsa. 
(2) Kegiatan hasil keputusan rrrusyawarah pcngurus yang me-nriapar 

persetujuan dari Bupat i, Carnar dan Eep.ill: dcsa. 
(3) Mcrnbcntuk Satuan Tugas secara berjenjang. 
(4) Membekali Saluan Togas dengan Pelatihan tentang PHBS dan Pcndekatan 

Pernbinaan ke masyaraknt. 
(SJ Meranc.ang teknis pclaksanaan penyuluhan clan pcrnbinaan PH13S. 
(6) Melakukan rapat pengurus tiap bulan. 
(7) Melakukan monitoring clan Evaluasi te-rh ada p pclaksanaan kcgiatan. 
(8) Mcmbuat laporan basil moriev dan rc ncu na tinduk lanjut kcpuda Dinas 

Kesehatan, SKPD Terkait, Carnat, Kcpnla Puskesmas dan Kcpala Dcsa 
sesuai tingkatan Satuan Tugas. 

(9) Mcnghadiri Minilokakrya puskesmas tiap bulan <Ian Rapat Lima« Sek tor. 
setiap 3 bulannya bagi Satuan Togas di Kecamatan dan Desa. 

Bagian keenam 
H:ewajiban Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha 
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Pasal 14 
(1) Balita adalah semua anak di bawah urnur 5 tahun. 
(2) Semua balita di timbang di Posyandu setiap bulan. 
(3) Semua balita dipantau tumbuh kernbangnya setiap bulan dengan 

menggunakan Kartu Meriuju Sehat. 

Bagian ketiga 
Menimbang bayi dan balita setiap bulan 

Pasal 13 
(1) Bayi bani Iahir segera di berikan Asi Eksklusif sarnpai berumur 6 bulan. 
(2) Pernberian hanya Asi saja, tidak ada minuman aiau rnakanan lain 

sampai bayi berumur 6 bulan. 
(3) Penyuluhan tentang ASI Eksklusif pada bumil dan Keluarganya. 
(4} Pendampingan pemberian Asi Eksklusif sejak rnclahirkan sarnpai 

berumur 6 bulan. 
(5) Dilarang mernprornosikan atau rnernperjualbelikan susu formula bagi 

bayi di area fasilitas pelayanan kesehatan. 
(6) Petugas Kesehatan di larang mcnyarankan pernberian susu formula bagi 

bayi baru lahir kecuali ada indikasi rnedis. 
(7) Memantau ibu harnil, ibu mau bersalin, ibu nifas, dan bayi baru luhir 

apabila dijumpai tanda bahaya sesuai perunjuk buku KIA danr'atau 
kejadian kernatian ibu dan /atau bayi diwilayahnya. 

(8) Apabila dijurnpai ibu dau/arau anak dengan tanda bahaya scbagairnana 
dimaksud ayat (1) maka segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan. 

(9) Mengajak ibu hamil untuk ikut program percncanaan persalinan da.n 
penanganan komplikasi (P4K); dan 

(10) Melakukan penyuluhan KIA sesuai buku KIA. 

Bagian kedua 
Memberi Bayi Asi Eksklusif 

Pasal 12 
(1) Setiap persalinan di lakukan di Iasihras kcsehaian. 
(2) Fasilitas kesehatan yang di maksud adalah Pos Bersalin Desa (Polindes). 

Poskesdes (Pos Kesehatan Desa], Puskesrnas Pembanru, Puske smas dan 
Rumah Sakit. 

(3) Fasilitas kesehatan dilengkapi peralatan kcsehaian yang sesuai standar 
pelayanan kesehatan. 

(4) Fasilitas kcsehaian di lengkapi dengan sumber daya manusia yang 
kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai tingkatannya. 

(7) Mernantau ibu hamil, ibu mau bcrsalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir 
apabila dijumpai tanda bahaya sesuai petunjuk buku KIA dan/atau 
kejadian kernatian ibu dan/atau bayi diwilayahnya. 

(8) Apabila dijurnpai ibu dan/atau anak dengan tanda bahaya scbagaimana 
dirnaksud ayat (1) maka segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan. 

(9) Mengajak ibu hamil untuk ikut program perencanaan persalinan dan 
penanganan komplikasi (!)4K); dan 

(10) Melakukan penyuluhan KIA sesuai buku KIA. 
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Pasal 17 
(1) .Jamban yang sehat adalah yang sesuai indikator kesehatan,diantaranya 

memiliki septik tank yang jaraknya minimal 10 meter dari sumber air 
/sumur. 

(2) Sctiap Rumah harus memilikijamban yang sehat. 

Bagian keenam 
Menggunakan Jamban Se ha t 

Paaal 16 
(I) Langkah langkah mencuci tangan harus di sosialisas+kan dcngan baik. 
(2) Mencuci Langan dengan sabun dengan air yang mcngalir. 
(3) Mencuci tangan dengan sabun di lakukan terutarna ketika sebelum clan 

sesudah makan dan setelah buang air bcsar. 

Bagian kelima 
Mencuci Tangan dengan Air bersih dan sabun 

Pasal 15 
(1) Air bersih adalah air yang tidak bcrasa, tidak berbau dan tidak 

berwarna. 
(2) Setiap Rumah Tangga menggunakan Air bersih untuk keperluan 

minurn, memasak dan keperluan rurnah tangga lainnya. 
(3) Sumber Air Minum perlu di periksa secara berkala ( 6 bulan sekali). 

Bagian keempat 
Menggunakan Air bersih 

(4) Balita yang 3 bulan berturut turur tirnbangannya tetap atau rncnurun 
perlu di ruj uk ke Puskesmas, 

(5) Balita dengan gizi kurang agar di pantau pola makannya, dan di 
lakukan pendampingan. 

(6) Balita dengan gizi buruk agar segera di Iaporkan dan dirujuk ke 
Puskesmas terdekat. 

(7) Balita yang berat badan berlebih.agar di pantau pola makannya, 
dilakukan pendampingan. 

(8) Balita yang berat badannya tidak rnengikuti pita warna di KMS, 
dicurigai gizi kurang/gizi lebih. 

(9) Balita yang tidak datang di posyandu, narnun kelihatannya lernah 
dengan pipi yang gernuk. Dicurigai kurang protein. 

( 10) Balita yang tidak diketahui berat badannya, narnun perut buncit, muka 
seperti orang tua, tulang iga terlihat, tidak ada lapisan lemak di pantat, 
Dicurigai kurang energi protein. 

(11) Anak umur 15 bulan belum bisa berdiri, dicurigai t.erlambat 
perkembangan. 

(12) Anak umur 30 bulan, belum bisa bcrkornunikasi dengan benar, sibuk 
bermain sendiri, tidak rnau menatap mata orang Jain, dicurigai autisrne. 

(13) Mengamati dan mernberi laporan tentang pcnggunaan gararn beryodium 
di masyarakat. 
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Pasal 22 
( 1) Masyarakat tidak diperbolehkan merokok : 

a. Pada saat melakukan kegiatan kerja Zdir uang kerja tcrtutup; 
b. Pada saat menghadiri pertemuan umum/rapat; 
c. Pada saat menjenguk orang sakit; 

Pasal 21 
{ 1) Semua Rurnah Tangga, bcbas asap rokok di dalam rumah. 
{2) Setiap Anggota Rumah Tangga tidak merokok di dalam rumah. 
(3) Setiap Anggota Rumah Tangga bcrkewajiban rnelarang tarnunya rnerokok di 

dalam rumah. 

Bagian kesepuluh 
Tidak Merokok dalam Rumah dan tempat-tempat umum 

Pasal 20 
{l) Setiap anggota keluarga yang sehat melakukan aktivitas fisik sctiap hari 
(2) Anggota Keluarga yang sudah lanjut usia agar diikutkan posyandu Iansia 

dan mengikuti senam la.nsia setiap rninggunya. 
(3) Setiap Anggota Keluarga melakukan olahraga arau scnarn secara rut.in. 

Bagian kesembilan 
Melakukan Aktivitas fisik setiap hari 

Pasal 19 
(1) Setiap anggota dalam Ruman Tangga mengkonsurnsi buah dan sayur 

setiap hari. 
(2) Buah dan sayur yang di korrsumsi adalah buah dan sayur yang rnasih 

segar dan tidak menggunakan pupuk organik. 
(3) Setiap Rumah ,:angga yang mempunyai halarnan rurnah agar mcnanam 

sayuran atau buah di halarnan ruruuhnya ianpa menggunakan pupuk 
organik. 

Bagian kedelapan 
Makan Buah clan Sayur setiap hari 

Pasal 18 
(1) Jentik nyamuk bisa berkembang biak di tempat yang bisa menampung 

air, termasuk pot bunga, ban bekas, karnar mandi dan lain lain. 
(2) Melakukan 3M Plus secara rutin setiap minggu, yaitu rncnguras, 

menutup, memanfaatka.n kembali atau rnendaur ulang barang bekas 
dan segala bentuk kegiatan pcnccgahan seperti menabur kan bubuk 
abate, penyemprotan obat nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, 
memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menannm tanaman pengusir 
nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalarn rurnah, menghindari 
kebiasaan mengantung pak.aian dalam rumah, 

Bagian ketujuh 
Memberanto.s Jentik nyamuk di Rumab 
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ekonomi; 
.,:, .. Ti l,:J'- ,-·1· 1,1,·t1 b .. I"' ')l)~''l!:c·l r •• , ... },··1 · ~ ! i..a• I"'.. I .d., 1J • ' ... , !"... •••J -.l.•# ,...,.!L.,;a - LC ~,,t 

I - · 1~· 1 •• '\ ·• , .. , •• ' .• 1· ' •• J • f. Bclurn 

(1) Tolak ukur unruk rncncruukan Ri'!,1 cii de~:l r.?ti,?i<.1!~: 
a. Rurna h tidak layak huni: 
b. Tidak mernilik! pcnghasilan fCi,;)r; ~·..-Jn_g :(•r\)l~l)r St'\.~dr;=l i)1.t.h·;r1;:;11) 

c. Memiliki tanggungan Ii()n pr<irii;ktif riiat a» ,1 ~)r;.Jr1!!~ 

d . Tl\~tJ.k mc·1nili'...:i ~c~!'>•.it·, ,·>l<l1t a}..i.f r·;·,,~;~tkii, .. , 
e. Tidak nv-rr-iiiki l1.:·r11a.k vo.umc korncrsii; 

?asal ~5 

BAB VI 

Paaal 24 
[l ] SJ\.P[) Tr-rkait (lt111 jajaran di l),)~'~·;~J}1:} '--t scluku 1;cJ11ln.:ri lc.t\C.JlCCJl t--::_1J·1 

Saruan Tugas di scrnua tingkarcn wajib mr rc spon sctiap pent}J.d:xm 
111(1 syaraka t. 

{2J Ma syarakat yang tidak puas f.i\A'i~ rcsp.»: ~)i(t~1) Tcrk.u: clH;1 S;Jt\L.:.r; 

Tugas atau pernbcri Iayanan dapat cr:c,,g,,juk,u; i,~p,,r,~nny<>. :,:,.p,~da 
Bt!pe\ri Kt)!18.\VC ~c!ar.an. 

Bagian ke duu 
Mckanismc Ko1n1>1;;.1n Te rh;ld-\p Si\:TG/15 

di tiudaklanjuti oleh istansi tcrkait ch Pc:merim,1.lta.n Kubupotcn d,:,.r, ok.h 
Saluan Tugas yang Lelah di bentuk di Kabup.ucn, Kccamatan dan Desa. 

Pasal 23 
(1) Pengawasan daiam proses pclaksauaan [\·f,Hlllan Bupati mi i.id,,!; icp:,!·. 

dari tanggung jawab para pihak cla n pen-Hi scrta masyarukai. 
( '°)\ Pe ngawas c,nco .. a reki ; rr I ,\ ')f·.1.:.t.-<.····,,..,~,r pf·,,.,.t.\''"'"·''1 l'l'J1"''-'l1 i ni ·.:,L··~ .. 1 -, , ~~ , , .. "~· , •o,,••,:;.·.-··--·1 •<~· •• ,,, ··~·· 1·'".' . 

PENGA\1J 1\SA!J DAN !-.f~K.!\~:!S-:\1~ !{Ot!PLAir~ 
B~gia11 kF.>s;,~n 
Pengawasan 

BAB V 

d. Pada saat mcnjenguk bayi baru lahir; 
c. Pada saai bcrdarnpingan ibu hamil,rrtC'.lll-!~:::c-1:dnng b~1:-,i/balita; 
I. 01 dalarn rumah: 
g. Dikanior pcmerintahan .sekolah dan tcrnpat ibadah. 

(2) Penjual rokok dilarang : 
a. Mcnjual rokok pada pcrnbcli usia 18 rahun kcbawah; 
b. Mcnjual rokok pada anak yang rncngatasnamakan or.mg lainiornnt\ tua. 
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Pasal 28 
Dinas Kesehatan, Badan Pcrnberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, 
Badan Pemberdayaan Perernpuan dan Kcluarga Berencana , Badan Narkotika 
Daerah, Camat, Kepala Desa clan Satuan Tugas PHBS di sernua jenjang yang 
terkait Jangsung dengan program PJJBS dalam tatanan Rumah Tangga 
bertanggu.ngjawab untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 
Segala ketentuan yang belum cliatur dalarn Peraturan Bupati ini akan 
ditindak lanjuti dcngan Surat Keputusan Bupat i. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN 

Pasal 26 
( l) Semua jajaran pemerintahan terutarna SKPD Tcrkait dan SATGAS yang 

tidak mendukung dan melaksanakan peraturan bupati ini akan di 
kenakan sanksi berupa ceguran lisan dan tertulis, dan apabila tidak ada 
perubahan, Bupati akan menentukan sanksi sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

(2) Sernua masyarakat yang tidak mernatuhi ketcntuan pada peraturan bupati 
ini akan dikenakan sanksi berupa teguran li::1£111 dart tertulis dan apabita 
tidak ada pcrubahan rnaka sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan 
yang berlaku. 

BAB VII 
SANKS I 



14 
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NIP.195905231981031011 

;.2 1 
BERITA DAERAll KABUPATEN ICONAWE SELA TAN TAHUN 2016 NOMOR .:: { _ 

!.'' 

-------· ·-- 

PARA.F KOORO!NASi 
INSTANSI I P.AR· ,f ku... ' I ~-I.----·. 

'--~· I~ 
; L:..t.l~-- V:... - ---- 4· .: '· t:. :-:, HUKUM __ /fV 
' ! ~.--.---- ·- -------'- 

'----,.+~~-~-~·------~ 

H.-S-U-RjUDDIN DANGGA 

Ditetapkan di Andoolo 
pada tangg~!,..? o~too.,e ~ 20 J 6 
B PA KONA E SELATAN, 

I . I 

I 

Konawe Selatan. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diunda ngkan. 
Agar seriap orang dapat mengetahuinya mernerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupat.i ini dengan penempalannya dalarn berita daernh Kabupatcn 

Pasal 30 

Pasal 29 
Hal-ha! yang belurn diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di tindaklanjuti 
dan ditetapkan dengan Surat Keputusari Bupati Konawe Selatan. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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I Ii 
; TIM TIM 
: 1'. il PEMBINAAN DAN MONITORING DAN 

PENOAMPINGAN EVAlUASI ~ 

STRUKTUR TIM PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 
MELALUI SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA 

TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATl KONAWE SELATAN 
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TANGGAL : 3 olnoigH., 2016 
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